PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR ; 41 TAHUN 2009

TENTANG

ORGANISAS] DAN TATA KERJA

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN

Menimbang

Mengingat

DAN KETAHANAN PANGAN

BUPATI BEKASI

a bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah

1.

Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009 tentang Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi, termasuk di dalamnya
Pembentukan Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan,
Kehutanan dan Ketahanan Pangan., guna melaksanakan
ketentuan Pasal 48 perlu disusun aturan pelaksanaannya kedalam
organisasi dan tata kera yang meliputi kewenangan, tugas pokok

dan fungsi serta uraian tugas;

bahwa atas dasar perfimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a di atas, maka susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan
Ketahanan Pangan tersebut perlu ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Momor 14 Tahun 1850 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa
Barat {Berita Negara 1950j;



Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998
Nomor 189, Tambahan Lembaran Megara Nomor 3830),

Undang-Undang MNomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Megara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53; Tambahan Lembaran Negara
Momor 4389);

Undang-Undang Nemor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Megara Republik Indonesia Tahun 2004
Momor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Megara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomeor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penmbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 1285,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438),

Undang-Undang MNomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem
Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



Menetapkan

10.

Peraturan Pemerintah, Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Momor B89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741});

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor & Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bekasi (Lembaran
Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2008 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 7 Tahun 2009
tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi
(Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2009 Nomor 7).

MEMUTUSKAN

PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG ORGANISASI DAN TATA
KERJA BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN,
PERIKANAN, KEHUTANAN DAN KETAHANAN PANGAN

BAE |
KETENTUAN UMUM

Fasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kabupaten Bekasi ;

s oW

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi ;
Bupati adalah Bupati Bekasi ,
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bekasi |

Badan adalah Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan, Kehutanan dan

Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi
6  Kepala Badan adalah Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perkanan,

Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi;

7. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Pelaksana Penyuluhan Peranian,

Perikanan. Kehutanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bekasi |

8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi

tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk
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melaksanakan kegiatan sesuai dengan profesinya dalam upaya mendukung
ketancaran tugas pokok Badan.

8 Pelaku Utama kegiatan perianian, perikanan dan kehutanan yang selanjutnya
disebut pelaku utama adalah masyarakat di dalam dan disekitar kawasan hutan,
petani, pekebun, peternak, nelayan, pembudidaya ikan, pengolah fkan, beserta
keluarga intinya.

10. Palaku usaha adalah perorangan warga Negara Indonesia atau korporasi yang
dibentuk menurut hokum Indonesia yang mengelola usaha pertanian, perikanan

dan kehutanan.

BAB Il
KEWENANGAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kewenangan
Pasal 2

Dalam menyelenggarakan pelaksanaan tugas, Badan mempunyai kewenangan |

a Penyusunan program penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

b Penyusunan dan pelaksanaan rencana kera penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

c Penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan,

d Koordinasi penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan
dan ketahanan pangan;

a Pemantauan dan evaluasi penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

f Pengelolaan system jaringan informasi dan komunikasi pembangunan

pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

g Penyelenggaraan pelatihan / kursus bagi penyuluh, pelaku utama dan pelaku
usaha,
h Penumbuhan dan pengembangan kelembagaan petani nelayanan;

i Pelaksanaan bimbingan penggunaan sarana usaha petani nelayan;

j Pelaksanaan bimbingan berkembangnya kemitraan yang berwawasan
agribisnis;
k Pelaksanaan percontohan pertanian, perikanan dan kehutanan;
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Pelaksanaan metoda dan metodologi penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

Pengkajian penterapan teknologi perianian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan,

Pengelolaan perpustakaan di bidang pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

Pemberian pelayanan teknis atas pelaksanaan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

Pembinaan dan pengelolaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;

Pembinaan dan pengelolaan Pos Penyuluhan Pertanian, Perkanan dan
Kehutanan;,

Bimbingan pengembangan dan pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai
Air (P3A) dan Perkumpulan Petani Pemakai Air Tanah (P3AT);

Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan air untuk usaha
tani;

Bimbingan penggunaan pupuk tanaman pangan dan hortikultura;

Bimbingan penarapan standar mutu pupuk tanaman pangan dan hortikultura
Pembinaan dan pengembangan jasa alat dan mesin pertanian;

Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin pertanian sesuai
kebutuhan lokalita;

Bimbingan penerapan standar mutu benih tanaman pangan dan hortikultura
wilayah kabupaten,

Penguijian dan penyebariuasan benih varietas unggul spesifik lokasi.
Pengembangan sistem informasi perbenihan;

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit agribisnis;

Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan;

Pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan pengendalian kredit wilayah
kabupaten;

Penyebaran informasi keadaan serangan OPT tanaman pangan dan
hortikultura, fenomena iklim dan rekomendasi pengendaliannya di wilayah
kabupaten,

Bimbingan penerapan pedoman teknis pola tanam, perlakuan terhadap
tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten,

Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah

kabupaten;
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Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian
pola kenasama usaha tani wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha tanaman
pangan dan hortikultura wilayah kabupaten,

Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil tanaman
pangan dan hortikultura wilayah kabupaten;

Bimbingan peningkatan mutu hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah
kabupaten;

Bimbingan penerapan standar unit pengolahan, alat transportasi, unit
penyimpanan dan kemasan hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah
kabupaten;

Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen
dan pengolahan hasil komoditas tanaman pangan dan perkebunan wilayah
kabupaten,

Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
komoditas tanaman pangan dan perkebunan wilayah kabupaten.

Bimbingan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura wilayah
kabupaten;

Promosi komoditas tanaman pangan dan hortikultura wilayah kabupaten.
Penyebarluasan informasi pasar komoditas tanaman pangan dan
perkebunan wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan sistem informasi tanaman pangan dan hortikultura
wilayah kabupaten;

Bimbingan penggunaan pupuk komoditas perkebunan;

Bimbingan penerapan standar mutu pupuk komoditas perkebunan;

Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin perkebunan
sesuai kebutuhan lokalita;

Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat mesin perkebunan
Pembinaan dan pengembangan bengkel/pengrajin alat dan mesin
perkebunan;

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit perkebunan;

Bimbingan penyusunan rencana usaha perkebunan,

Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan,

Penyebaran informasi keadaan serangan OPT komoditas perkebunan,

fenomena iklim dan rekomendasi penyebarannya di wilayah kabupaten;
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Bimbingan penerapan pedoman ieknis budidaya perkebunan  wilayah
kabupaten,

Bimbingan penerapan pedoman/kerjasama kemitraan usaha perkebunan
Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
parkebunan wilayah kabupaten;

Bimbingan peningkatan mutu hasil perkebunan wilayah kabupaten,
Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen
dan pengaolahan hasil wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
komoditas perkebunan wilayah kabupaten:

Bimbingan pemasaran hasil perkebunan wilayah kabupaten;

Promosi komoditas perkebunan wilayah kabupaten;

Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten,

Bimbingan penerapan sistem informasi perkebunan wilayah kabupaten;
Pembinaan dan pengembangan pelayanan jasa alat dan mesin peternakan
dan kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten/ kota;

Analisis teknis, ekonomis dan sosial budaya alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan sesuai kebutuhan lokalita wilayah kabupaten.

Bimbingan penggunaan dan pemeliharaan alat dan mesin peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet wilayah kabupaten;

Pembinaan dan pengembangan bengkell pengrajin alat dan mesin
peternakan dan kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;

Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga teknologi peternakan dan
kesehatan hewan dan kesmavet kabupaten;,

Bimbingan penerapan teknologi optimalisasi pengelolaan pemanfaatan air
untuk usaha peternakan, kesehatan hewan dan kesmavet;

Bimbingan i::rucluhs.i pakan dan bahan baku pakan ternak wilayah kabupaten.
Bimbingan penarapan teknologi pakan ternak wilayah kabupaten;

Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan jadi wilayah
kabupaten;

Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan konsentrat
wilayah kabupaten;

Bimbingan pembuatan, penggunaan dan peredaran pakan tambahan dan
pelengkap pengganti (additive and supplement) wilayah kabupaten,
Bimbingan usaha mini feedmil pedesaan (home industry) wilayah kabupaten.

Bimbingan produksi benih hijauan pakan ternak wilayah kabupaten,
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Bimbingan kerasama perluasan produksi hijauan pakan ternak wilayah
kabupaten;

Penerapan kebijakan dan pedoman pembiayaan dari lembaga keuangan
perbankan dan non perbankan wilayah kabupaten,

Bimbingan pengembangan dan pemanfaatan sumber-sumber
pembiayaan/kredit program wilayah kabupaten,

Bimbingan penyusunan rencana usaha agribisnis wilayah kabupaten;
Bimbingan pemberdayaan lembaga keuangan mikro pedesaan wilayah
kabupaten;

Bimbingan dan pengawasan penyaluran, pemanfaatan dan kredit program
wilayah kabupaten;

Penerapan dan pengawasan pelaksanaan pedoman kerjasama/kemitraan
usaha peternakan wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan standar-standar teknis, pembinaan mutu dan
pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

Bimbingan pemantauan dan pengawasan lembaga sistem mutu produk
peternakan dan hasil bahan asal wilayah kabupaten;

Bimbingan peningkatan mutu hasil peternakan dan hasil bahan asal hewan
wilayah kabupaten,

Bimbingan pengelolaan unit pengolahan, alat transportasi, unit penyimpanan
hasil bahan asal hewan wilayah kabupaten;

Promaosi komoditas peternakan wilayah kabupaten,

Bimbingan analisis usaha tani dan pemasaran hasil petemakan wilayah
kabupaten;

Bimbingan kelembagaan usaha tani, manajemen usaha tani dan pencapaian
pola kerjasama usaha tani wilayah kabupaten;

Bimbingan penérapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan pedoman kerjasama/kemitraan usaha peternakan
wilayah kabupaten;

Bimbingan penanganan panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah kabupaten;

Penyebarluasan dan pemantauan penerapan teknologi panen, pasca panen
dan pengolahan hasil peternakan wilayah kabupaten;

Bimbingan penerapan teknologi panen, pasca panen dan pengolahan hasil
peternakan wilayah kabupaten;

Bimbingan pemasaran hasil peternakan wilayah kabupaten;
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Promosi komoditas peternakan wilayah kabupaten;

Penyebarluasan informasi pasar wilayah kabupaten.;

Penetapan kebijakan SDM pertanian tingkat kabupaten;

Penerapan persyaratan jabatan pada institusi pertanian di wilayah
kabupaten,

Perencanaan, pengembangan, mutasi jabatan fungsional (rumpun iimu hayat
dan non rumpun ilmu hayat) di wilayah kabupaten;

Penyiapan tenaga didik/peserta pendidikan keahlian dan keterampilan;
Penerapan kebijakan dan pedoman penyuluhan pertanian, perikanan dan
kelautan;

Pembinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan kelautan
di wilayah kecamatan/desa;

Penarapan persyaratan, serlifikasi dan akreditasi jabatan penyuluh pertanian;
Penerapan standar dan prosedur sistem kerja penyuluhan pertanian;
Fasilitasi penyelenggaraan program pendidikan dan pelatihan standarisasi
sektor pertanian sesuai kebutuhan di kabupaten;

Pengembangan kelembagaan, agribisnis dan kemitraan bagi masyarakat di
dalam dan di sekitar kawasan hutan;

Pelaksanaan sistem informasi perikanan di wilayah kabupaten;

Pelaksanaan bimbingan teknis dalam peningkatan kapasitas kelembagaan
dan SDM bidang kelautan dan perikanan di wilayah kewenangan kabupaten,
Peragaan, penyebarluasan dan bimbingan penerapan teknologi perikanan;
Pelaksanaan sistem informasi benih ikan di wilayah kabupaten;

Pelaksanaan teknologi pembudidayaan ikan spesifik lokasi;

Pembinaan dan pengembangan kerja sama kemitraan usaha
pembudidayaan ikan,

Pelaksanaan kebijakan pembinaan serta penyelenggaraan diklat fungsional,
teknis, keahlian, manajemen dan kepemimpinan bidang kelautan dan
perikanan di kabupaten;

Pelaksanaan penyuluhan kelautan dan perikanan di kabupaten;
Pelaksanaan kebijakan akreditasi dan sertifikasi diklat bidang kelautan dan
perikanan di kabupaten;

|dentifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta keragaman
konsumsi pangan masyarakat,

Pembinaan peningkatan produksi dan produk pangan berbahan baku lokal.

mmmmm Pembinaan pengembangan penganekaragaman produk pangan,
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Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya
ketersadiaan pangan,

|dentifixasi cadangan pangan masyarakat;

Pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok tertentu
kabupaten;

Pembinaan dan monitoring cadangan pangan masyarakat;

Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat
kabupaten,

Pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat
menurunnya mutu, gizi dan keamanan pangan;

Identifikasi kelompok rawan pangan;

ldentifikasi infrastruktur distribusi pangan kabupaten;

Pengembangan infrastruktur distribusi pangan kabupaten;

Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat penurunan
akses pangan;

Informasi harga di kabupaten;

Pembangunan pasar untuk produk pangan yang dihasilkan masyarakat
kabupaten;

Identifikasi pangan pokok masyarakat;

Peningkatan mutu konsumsi masyarakat;

Pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk pangan
masyarakat;

Analisis mutu, gizi dan keamanan produk pangan masyarakat;

Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat;

Pembinaan dan pengawasan produk pangan segar dan pabrikan skala
kecil/rumah tangga;

Identifikasi L.SM dan tokoh masyarakat kabupaten;

Pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten;

Pengembangan "trust fund” di kabupaten;

Pengumpulan dan analisis informasi ketahanan pangan kabupaten;
Penerapan standar BMR wilayah kabupaten;

mmmmmm  Pelatihan inspektur, fasilitator, PPNS keamanan pangan wilayah

AAAnnm

000000

kabupaten;

Pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan keamanan pangan
kabupaten;

Pelaksanaan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten;
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{2)

Bagian Kedua
Kedudukan
Pasal 3

Badan merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten di bidang penyuluhan

pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretars Daerah.

Bagian Ketiga
Tugas Pokok
Pasal 4

Badan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan di bidang penyuluhan

pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Pasal 4 Badan

mempunyai fungsi ;

d.

penyiapan bahan perumusan kebijakan dibidang penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

perumusan dan penyusunan kebijakan teknis dibidang penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

pelaksanaan Penyuluhan,

Satuan Administrasi Pangkal (Satminkal) penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

pengembangan mekanisme, tata kerja dan metode penyuluhan;

pembinaan, pengendalian dan pengawasan tugas di bidang kesekretariatan;
pengembangan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kelembagaan, pengembangan
informasi, teknologi dan sarana prasarana Penyuluhan, Pelatinan dan Kemitraan;
pembinaan dan pengelolaan kepegawaian, keuangan , perencanaan dan umum,

pembinaan Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
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pelaksanaan Koordinasi dan kerjasama dibidang penyuluhan pertanian. perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;
pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Penyuluh PNS, Swadaya, dan Swasta

melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
pelaksanaan monitoring  dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas dibidang

penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas dibidang penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang
tugasnya.

BAB Il
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur-unsur Organisasi
Pasal 6

Badan terdiri dari unsur-unsur ;

(1)

Pimpinan;

Pembantu Pimpinan adalah Sekretaris dan Sub Bagian;

Pelaksana adalah Bidang, Sub Bidang-Sub Bidang, Unit Pelaksana Teknis Badan
dan Kelompek Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 7

Organisasi Badan terdiri atas:
a. Kepala Badan,

b. Sekretariat, membawahkan :

1.  Sub Bagian Perencanaan,
2. Sub Bagian Keuangan;
3.  Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan, membawahkan |
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(2}

(1)

1. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan,;
2. Sub Bidang Penyelenggaraan penyuluhan;
3. Sub Bidang Pelatihan Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Kemitraan.

Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan,

membawahkan :

1.  Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan;
2 Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan;
3.  Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan .

Bidang Ketahanan Pangan, membawahkan :

1. Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
2. Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat;

3. Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan.

UPTB

Kelompok Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Badan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Bekasi Nomor 7 tahun 2009, tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi
Paragraf 1
Kepala Badan
Pasal 8

Kepala Badan mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan,
mengoordinasikan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan
kebijakan daerah bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan yang meliputi kelembagaan dan penyelenggaraan penyuluhan,
pengembangan informasi, teknologi, sarana prasarana penyuluhan dan ketahanan

pangan.
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Untuk melaksanakan fugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada Fasal

5 dan Pasal 8, Kepala Badan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.
b.

C.

menyelenggarakan perumusan rencana kagiatan dan anggaran Badan;
menyelenggarakan perumusan rencana strategis dan rencana kerja Badan,
menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Badan
sesuai bidang tugasnya sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD
Kabupaten;

menyelenggarakan pengumptlan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan bidang sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LFPD
lima tahunan Kabupaten;

menyelenggarakan penyiapan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir
masa jabatan Bupati ;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinena (RENJA) Badan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Badan;

merumuskan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati;
mengkoordinasikan penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan pada
lingkup Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Pemerintah Kabupaten
Bekasi:

merumuskan bahan Kkebijjakan, pedoman dan petunjuk teknis sera
administrasi di bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan.

menetapkan kebijakan badan sesuai dengan kewenangannya;
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan operasional yang dilaksanakan oleh
Pelaksana;

merumuskan pémbinaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahanan pangan wilayah kecamatan/desa.

merumuskan penetapan kelembagaan penyuluhan pertanian, perkanan,
kehutanan dan ketahanan pangan di kabupaten sesuai norma dan standar.
menyelenggarakan pelayanan dan informasi di bidang penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

menyelenggarakan koordinasi dengan instansi 1ain

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil
kegiatan wurusan pelayanan badan pelaksana penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja badan pelaksana penyuluhan
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bb.

dd,

pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,
mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup
badan pelaksana penyuluhan pertanian, penkanan, kehutanan dan
ketahanan pangan,

mempelajar, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-
undangan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan,
melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan
badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari aiternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan
tugas dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan

Paragraf 2
Sekretariat
Pasal 9

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan mempunyal tugas pokok

memimpin, merencanakan, mengatur, mengkoordinasikan dan mengendalikan

kegiatan operasional administrasi umum, keuangan dan kepegawaian seria

pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan.

Sekretariat mengkoordinir kegiatan bidang-bidang.
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Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1),

Sekratariat mempunyai fungsi -

a. penyusunan program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi
umum. keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan
pelaporan;

b, perencanaan operasional kegiatan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian,

¢, pengendalian dan pembinaan administrasi  umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
pengkoordinasian penyusunan program dan laporan bidang-bidang;

e pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat membawahkan :
a. Sub Bagian perencanaan,

b. Sub Bagian keuangan,

c.  Sub Bagian umum dan kepegawaian,

FPasal 10

Sekretariat dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud

pada Pasal 9, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a
b.

merumuskan rencana kerja sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
merumuskan sasaran yang hendak dicapai berdasarkan skala prioritas dan dana
yang tersedia sebagai dasar pelaksanaan tugas;

menyusun laporan akuntabilitas kinerja badan;

menghimpun bahan-bahan LPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya;
menghimpun bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan badan
pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan
pada masing-masing bidang sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD
lima tahunan Kabupaten,

menghimpun bahan-bahan LKP.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Eupati;
menyusun program dan petunjuk teknis penyelenggaraan administrasi umum,
keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas administrasi umum,

keuangan dan kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
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mengoordinasikan semua bidang dalam rangka menghimpun perencanaan
kegiatan, evaluasi dan menganalisa data serta laporan hasil kegiatan
mempalajar, memahami dan melaksanakan  peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan administrasi umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, gvaluasi dan pelaporan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis administrasl umum, keuangan dan
kepegawaian serta perencanaan, evaluasi dan pelaporan kepada atasan;
menyusun laporan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta
perencanaan, evaluasi dan pelaporan sebagal pertanggungjawaban kepada

atasam,
membagi tugas dan mendelegasikan kewenangan kepada bawahan agar

pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang dengan jalan memonitor dan
mengevaluasi hasil kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paszal 11

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perancanaan, evaluasi dan
pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program atau kegiatan, evaluasi
dan laporan dari masing-masing bidang pada badan pelaksana penyuluhan

pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Baglan Perencanaan mempunyai fungsi .

a. perencanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan |aporan dari
masing-masing bidang pada badan pelaksana penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

b. pelaksanaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang melipuli
penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan dari
masing-masing bidang pada badan pelaksana penyuluhan pertanian,

perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.
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¢, pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang

meliputi penghimpunan rencana program dan kegiatan, evaluasi dan laporan
dari masing-masing bidang pada badan pelaksana penyuluhan pertanian,

perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas

sebagal berikut :

a.

merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada
Badan,

menyusun bahan rencana strategik (RENSTRA) dan rencana kinerja (RENJA) dari
masing-masing bidang;

mengumpulkan bahan RPJPD, RPJMD dan RKPD dalam badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan pada masing-
masing bidang sebagal bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD
Kabupaten;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran {DPA) pada badan;

menghimpun, memaduserasikan dan mengolah perencanaan program dan
kegiatan dari masing-masing bidang;

menghimpun dan mengolah bahan evaluasi program dan kegiatan badan;
mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPFD lima tahunan dalam
bidang penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan kabupaten;
mengumpulkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati
pada badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan,

menyusun  bahan laporan  akuntabilitas  kinerja badan sebagai  bahan
pertanggungjawaban kepada Bupati;

menghimpun, mengolah, menganalisa, dan menyajikan data hasil kegiatan
masing-masing bidang;

menyusun rekapitulasi bidang-bidang lingkup badan dalam penyusunan Laporan
Kegiatan Tugas Pembantuan dari Pemerintah dan/atau Provinsi;

menyusun bahan persetujuan dan bahan penetapan urusan pemerintahan daerah
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kabupaten yang ditugaspembantuankan kepada pemerintah desa sesual dengan
lingkup tugasnya,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,

membagl tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat barjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Fasal 13

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas pokok merencanakan kegiatan,
melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan

pada Badan Peternakan, Perikanan dan Kelautan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. perencanaan kegiatan administrasi keuangan pada badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

b. pelaksanaan administrasi keuangan pada badan pelaksana penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

c. pembagian pelaksanaan tugas administrasi keuangan pada badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Pasal 14

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai
bernkut :
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menyusun rencana kerja administrasi keuangan Badan:

melaksanakan kegiatan administrasi keuangan selaku Pejabat Penatausahaan
Keuangan di ingkup badan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh
bendahara pengeluaran dan diketahuif disetujui oleh PPTK;

meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU dan SPP-LS gaji dan tunjangan
PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran,

memverifikasi bukti-bukti SP.J dari para PPTK atas penggunaan dana GU,

meneliti dan atau memverifikasi setiap pengajuan SPP kegiatan dengan
ketersedian anggaran serta pembebanan pada kode rekening;

menyiapkan SPM;

melaksanakan pengelolaan gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil lingkup badan;
melakukan verifikasi harian atas penerimaan;

menyelenggarakan akuntansi keuangan yang meliputi akuntansi penerimaan kas,
akuntansi pengeluaran kas, akuntansi aset tetap dan akuntansi selain kas;
menyusun laporan realisasi anggaran badan setiap bulan dan triwulan;

menyusun laporan neraca badan setiap triwulan dan akhir tahun;

menyusun catatan atas laporan keuangan,

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugas serta mencari alternatif pemecahannya;

mempelajan, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesuai dengan ketentuan yang berlakuy;

memberi petunjuk Eepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untulk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberkan oleh atasan.

Pasal 15
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok merencanakan
kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan fata warkat,

kepegawaian, kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan
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keperiuan alat tulis serta ruang perkantoran pada badan pelaksana penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

a, perencanaan kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis serta ruang
perkantoran;

b. pelaksanaan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperluan alat tulis seria ruang

perkantoran,
¢. pembagian pelaksanaan tugas urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan

dan dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta

ruang perkantoran;
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 16

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin cleh seorang Kepala, mempunyal uraian

tugas sebagai berikut :

a,

menyusun rencana kegiatan urusan tata warkat, kepegawaian, kehumasan dan
dokumentasi, perlengkapan, perbekalan dan keperiuan alat tulis serta ruang
perkantoran badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan
ketahanan pangan,

melaksanakan ketatawarkatan badan pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan,
kehutanan dan ketahdnan pangan meliputi pengaturan pengelolaan surat masuk
surat keluar dan pengaturan pencatatan jadwal kegiatan badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan dalam rangka
kelancaran tugas;

menyiapkan bahan kegiatan kehumasan badan pelaksana penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

menganalisis rencana kebutuhan perlengkapan dan keperiuan alat tulis kantor
(ATK), kebutuhan perlengkapan, ATK, perbekalan serta ruang badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

menyusun Rencana Kebutuhan Barang badan pelaksana penyuluhan pertanian,
perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
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menyusun Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang pada badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
melaksanakan penyusunan Daftar Kebutuhan Barang lingkup badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
melaksanakan pengadaan perlengkapan, perbekalan, pemeliharaan atau
penataan gedung kantor dan keperiuan alat tulis kantor (ATK) pada badan
pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan,
melaksanakan penyusunan Daftar Barang pada badan pelaksana penyuluhan
pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan menurut pengolongan dan
kodifikasi barang;

melaksanakan pencatatan barang milik daerah dalam Kartu Inventaris Barang A,
B, C.D, Edan F;

melaksanakan dokumentasi kepemilikan barang selain kendaraan, tanah dan
bangunan,

melaksanakan penyiapan bahan sensus barang milik daerah di badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan sebagai
bahan penyusunan Buku Inventaris dan Buku Induk Inventaris barang milik
pemerintah daerah;

pendistribusian perlengkapan dan keperluan alat tulis kantor (ATK) pada badan
pelaksana penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;
menganalisa dan menyusun usulan penghapusan aset pada badan pelaksana
penyuluhan pertanian, perikanan, kehutanan dan ketahanan pangan;

menyusun bahan pengajuan penetapan status untuk penguasaan dan
penggunaan barang milik daerah yang dipercleh dari beban APBD dan perolehan
lainnya yang sah;

melaksanakan pencatatan dan inventarisasi barang milik daerah yang berada
dalam penguasaan Badan;

menyusun usulan pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah danfatau
bangunan yang tidak memeriukan persetujuan DPRD dan barang milik daerah
selain tanah dan bangunan;

melaksanakan urusan administrasi kepegawaian lingkup Badan meliputi layanan
administrasi kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala (KGB), daftar urut
kepangkatan (DUK), data pegawai, kartu pegawai (Karpeg). Karis/ Karsu,
tunjangan anak atau keluarga, Askes, Taspen, taperum, pensiun, membuat usulan
formasi pegawai, membuat usulan izin belajar, membuat usulan izin diklat,
kesejahteraan pegawai, penyesuaian fjazah, usulan pemberian penghargaan,
memberikan layanan Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional,
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pembinaanfieguran disiplin pegawai, membuat konsep usulan cuti pegawai sesuai
aturan yang berlaku, membuat konsep pemberian izin nikah dan cerai, membuat
usulan pemberhentian dan pengangkatan dari dan dalam jabatan, membuat dan
atau mengusulkan perpindahan atau mutasi pegawai sesuai dengan peraturan
yang berlaku, melaksanakan pengelolaan Daftar Penilaian Pekerjaan Pegawai

{DP-3);
mengelola administrasi perjalanan dinas lingkup Badan;

mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang
berkaitan dengan bidang fugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas,
memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan,;

membagi tugas kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar
sesual dengan ketentuan yang berlaku;

memberi petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas berjalan sesuai
dengan pedoman dan ketentuan yang berlaku;

menilai hasil kerja bawahan dengan jalan memonitor dan mengevaluasi hasil
kerjanya untuk bahan pengembangan karier;

menyusun laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 3
Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan
Pasal 17

Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang
Kepala dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
mengkoodinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Bidang
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi ;

a. operasional urusan kelembagaaan, penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan
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pelaku utama, pelaku usaha dan kemitraan;

b. pengelolaan urusan kelembagaaan, penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan
pelaku utama, pelaku usaha dan kemitraan:

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan kelembagaaan,
penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan pelaku utama, pelaku usaha dan
kemitraan, dan

a. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Kelembagaan dan

Penyelenggaraan Penyuluhan membawahkan

a. Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan,
b. Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan;
c.  Sub Bidang Pelatihan Pelaku Utama, Pelaku Usaha dan Kemitraan.

Pasal 18

Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan dalam menyelenggarakan

tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud Pasal 17, mempunyai uraian tugas

sebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Kelembagaan dan

Penyelenggaraan Penyuluhan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Kelembagaan dan

Penyelenggaraan Penyuluhan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagal
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidana
sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (REMNJA) Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran {(RKA) dan Dokumen Pelaksanaan

Anggaran (DPA) Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
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penyiapan bahan, kebijakan teknis di bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan
Penyuluhan:

pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan kelembagaan penyuluhan, pelaku
utama dan pelaku usaha;

pelaksanaan pembinaan dan pengembangan penyelenggaraan penyuluhan;
menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Penyuluhan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Penyuluhan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;

mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Kelembagaan dan
Penyelenggaraan Penyuluhan;

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Bidang
Kelembagaan dan Penyelenggaraan Penyuluhan;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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(1)

(2)

Fasal 19

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pengembangan kelembagaan penyuluhan,

pelaku utama dan pelaku usaha

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) , Sub

Bidang Pengembangan Kelembagaan mempunyai fungsi

a. operasional urusan pengembangan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama
dan pelaku usaha;

b. pengelolaan urusan pengembangan kelembagaan penyuluhan, pelaku utama
dan pelaku usaha;

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan
kelembagaanpenyuluhan, pelaku utama dan pelaku usaha; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

Fasal 20

Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan dipimpin oleh seorang Kepala. mempunyai

uraian tugas sebagai berikut

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan
Kelembagaan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang
Pengembangan Kelembagaan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Fengembangan Kelembagaan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinena (RENJA) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
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Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;

melaksanakan pembinaan pengembangan kerja sama pengelolaan kelembagaan,
kelenagaan, sarana dan prasarana, serta pembiayaan penyuluhan;
menumbuhkembangkan dan memfasilitasi kelembagaan dan forum kegiatan bagi
pelaku utama dan pelaku usaha; dan

melaksanakan koordinasi dengan Sub Bidang lain;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Kelembagaan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Sub
Bidang Pengembangan Kelembagaan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual

dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier:

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
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Fasal 21

(1) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai tugas pokok merencanakan

operasional, mengelola, mengkoodinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan

melaporkan urusan penyelenggaraan penyuluhan.

(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. operasional urusan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan;

b. pengelolaan urusan penyelenggaraan penyuluhan pertanian, perikanan
dankehutanan,

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan penyelenggaraan penyuluhan
pertanian, perikanan dan kehutanan: dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 22

Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan dipimpin oleh seorang Kepala, mempunyai

uraian tugas sebagai berikut ;

8.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Penyelenggaraan
Penyuluhan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Sub Bidang
Penyelenggaraan Penyuluhan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Penyelenggaraan Penyuluhan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati,
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan,

menyusun kebijakan dan program penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
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Kehutanan kabupaten yang sejalan dengan kebijakan dan programa penyuluhan
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan provinsi dan nasional;

I pengumpulan, pengelahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis
Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;

j.  pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas Sub Bidang
Penyelenggaraan Penyuluhan;

k.  menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

| melaksanakan program pengawasan intemal di lingkungan Sub Bidang
Penyelenggaraan Penyuluhan;

m. menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Penyelenggaraan Penyuluhan;

n.  menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

0. mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

p. memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;

g. melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencan alternatif pemecahannya;

r.  membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

s. membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

t.  menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier:

u.  melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

v.  melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan,

Paragraf 4
Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana
Pasal 23

(1) Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala
dan mempunyai tugas pokok merencanakan operasional, mengelola,
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(<)

(3}

mengkoodinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

Informasi, teknologl, sarana dan prasarana penyuluhan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai fungsi :

a. operasional urusan informasi, teknologi, sarana dan prasarana penyuluhan;

b. pengelolaan urusan informasi, teknologi, sarana dan prasarana penyuluhan;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan informasi, teknologi, sarana
dan prasarana penyuluhan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Informasi, Teknologi,
Sarana dan Prasarana Penyuluhan, membawahkan :

a. Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
b. Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

¢. Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan.

FPasal 24

Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian, Perikanan
dan Kehutanan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana
dimaksud Pasal 23, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Informasi, Teknologi, Sarana
dan Prasarana Penyuluhan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Informasi,
Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati ;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana

Penyuluhan;
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menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan;
penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang pengembangan Informasi, Teknologi,
Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang
pengembangan informasi, teknologi, sarana dan prasarana penyuluhan;
pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;

penyediaan, perbanyakan dan penyebaran informasi Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan;

pengkajian dan penterapan teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
menyelenggarakan Koordinasi dengan bidang lain

menghimpun, mengeolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana
Penyuluhan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Informasi, Teknologi, Sarana
dan Prasarana Penyuluhan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Informasi, Teknologi,
Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Informasi, Teknologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan,

mempelajan, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Informasi, Teknologi,
Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Informasi,
Teknaologi, Sarana dan Prasarana Penyuluhan,

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
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ad.

(1)

(2}

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan fugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas danfatau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.
Pasal 25

Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
mempunyai  tugas  pokok  merencanakan operasional, mengelala,
mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pengembangan |nformasi pertanian, perikanan dan kehutanan

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Pergembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

mempunyai fungsi .

a. operasional urusan pengembangan informasi pertanian, perikanan dan
kehutanan,

b. pengelolaan urusan pengembangan informasi pertanian, perikanan dan
kehutanan,

c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan informasi
pertanian, perikanan dan kehutanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 26

Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin

oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut .

d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Informasi
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kera Sub Bidang
Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

menylapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LFFPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
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Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagal bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA} dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan:

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan

Kehutanan,
pengumpulan, pengelahan dan penyusunan data sebagai bahan kebljakan teknis

informasi pertanian, perikanan dan kehutanan;

menyiapkan bahan pelayanaan informasi pertanian, perikanan dan kehutanan
penyediaan, penyebaran dan pelayanan informasi pertanian, perikanan dan
kehutanan,

menyiapkan bahan pengembangan sistem informasi pertanian, perikanan dan
kehutanan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Sub Bidang
Pengembangan Informasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data sarta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pengembangan Infarmasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan malaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi fugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesual
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
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(1)

(2}

Pasal 27

Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertamian, Perikanan dan Kehutanan
mempLnyai tugas pokok merencanakan operasional mengelola.

mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan

pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan

mempunyai fungsi :

a. operasional urusan pengembangan teknologi pertanian, perkanan dan
kehutanan,

b. pengelolaan urusan pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan
kehutanan;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pengembangan teknologi
pertanian, perikanan dan kehutanan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Pasal 28

Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan dipimpin

oleh seorang Kepala, mempunyai uraian tugas sebagai berikut

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pengembangan Teknologi
Pertanian, Perikanan dan Kehutanan:

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang
Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sebagai bahan
penyusunan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati:
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;
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(1)

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA)} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perkanan dan
Kehutanan

pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis
teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;

menyiapkan bahan pelayanaan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
menyiapkan bahan pengembangan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
pengkajian dan penterapan teknologi pertanian, perikanan dan kehutanan;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Sub Bidang
Pangembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan,

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serla penyajian data hasil keglatan
Sub Bidang Pengembangan Teknologi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya,

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

meambimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berenjang untuk bahan mengembangkan
karier;

melaporkan hasil pelah.sanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Pasal 28
Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai fugas pokok

merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan sarana dan prasarana penyuluhan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan mempunyai fungsi ;
a. operasional urusan sarana dan prasarana penyuluhan peranian, perikanan

dan kehutanan;
b. pengelolaan urusan sarana dan prasarana penyuluhan pertanian, perikanan

dan kehutanan;
c. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan sarana dan prasarana

penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan; dan
d.  pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya

Pasal 30

Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan dipimpin oleh seocrang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagal berikut :

d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Sarana dan Prasarana
Penyuluhan;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana ketja Sub Bidang Sarana dan
Prasarana Penyuluhan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugashya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten:

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Sarana dan Prasarana Penyuluhan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan
dan LPPD lima tahunan Kabupaten:

menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati:
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan:
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Sarana dan Prasarana Penyuluhan:

pengumpulan, pengolahan dan penyusunan data sebagai bahan kebijakan teknis
sarana dan prasarana penyuluhan;

penyusunan dan penyediaan sarana dan prasarana penyuluhan Pertanian,
Perikanan dan Kehutanan;

pengembangan sarana dan prasarana penyuluhan;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program  pengawasan  internal  di lingkungan  Sub Bidang
Sarana dan Prasarana Penyuluhan:
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menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegatan
Sub Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Penyuluhan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja,

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketantuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang fugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 5
Bidang Ketahanan Pangan
Pasal 31

Bidang Ketahanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala dan mempunyai tugas
pokok merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendaliian,

mengevaluasi dan melaporkan urusan ketahanan pangan.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Bidang

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. pperasional urusan ketahanan pangan;
b. pengelolaan urusan ketahanan pangan,
C. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan ketahanan pangan; dan
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d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesual dengan tugas
dan fungsinya.

(3) Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi Bidang Ketahanan Pangan,

membawahkan :
a.  Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan

b.  Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat,

¢.  Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Fangan

Pasal 32

Bidang Ketahanan Pangan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi

sebagaimana dimaksud Pasal 31, mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a
b.

&

T o 2 3

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bidang Ketahanan Fangan;
menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Bidang Ketahanan
Pangan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan bidang
sebagai bahan penyusunan LPPD Tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati |
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Bidang Ketahanan Pangan;

menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Bidang Ketahanan Pangan;

penyiapan bahan kebijakan teknis dibidang Ketahanan FPangan;

pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas dibidang
Ketahanan Pangan;

pengembangan metodologi Ketahanan Pangan;

menyelenggarakan koordinasi dengan bidang lain;

menghimpun, mengalah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
urusan pelayanan Bidang Ketahanan Pangan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja Bidang Ketahanan Pangan;
menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

mengendalikan pelaksanaan teknis kegiatan lingkup Bidang Ketahanan Pangan;
melakukan pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah di lingkup Bidang
Ketahanan Pangan;
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mempelajari, memahami dan menyelenggarakan peraturan perundang-undangan
dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan Bidang Ketahanan Pangan;
melaksanakan program pengawasan internal di lingkungan Bidang Ketahanan
Pangan;

memberikan saran dan perimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemeacahannya;

membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar,
menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan

karier;
melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atal kegiatan kepada atasan;

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 33

Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan ketersediaan dan kewaspadaan pangan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan mempunyai fungsi :

a. operasional urusan ketersediaan dan kewaspadaan pangan;

b. pengelolaan urusan ketersediaan dan kewaspadaan pangan,

¢ pengendalian,- evaluasi dan pelaporan urusan ketersediaan dan
kewaspadaan pangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesual dengan tugas dan

fungsinya.

Fasal 34

Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

d.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Ketersediaan dan

Kewaspadaan Pangan;
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menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Ketersediaan
dan Kewaspadaan Pangan:

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
hahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten,

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan sebagai bahan penyusunan LPPD
tahunan dan LPPD lima tahunan Kabupaten,

menyiapkan bahar-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA} dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;
menyelenggarakan identifikasi potensi sumberdaya dan produksi pangan serta
keragaman konsumsi pangan masyarakat

menyelenggarakan pembinaan peningkatan produksi dan produk  pangan
berbahan baku lokal

menyelenggarakan pembinaan pengembangan penganekaragaman  produk
pangan

menyelenggarakan Identifikasi cadangan pangan masyarakat

menyelenggarakan pengembangan dan pengaturan cadangan pangan pokok
tertentu kabupaten

melaksanakan Pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat
menurunnya ketersediaan pangan,

melaksanakan Penanganan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan
pangan tingkat kabupaten;

mengidentifikasi kelompok rawan pangan,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan program pengawasan internal  di lingkungan Sub Bidang
Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan,

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Ketersediaan dan Kewaspadaan Pangan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
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melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di ingxup
tugasnya serta mencari afternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas
dapat berjalan lancar;

menilal hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
kaner,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 35

Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat mempunyai tugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,
mengevaluasi dan melaporkan urusan pemberdayaan pangan masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Pemberdayaan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi :

a. operasional urusan pemberdayaan pangan masyarakat;

b. pengelolaan urusan pemberdayaan pangan masyarakat;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan pemberdayaan pangan
masyarakat; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh atasan sesuai dengan tugas dan

fungsinya.

Paszal 36

Sub Bidang Pemberdayaan pangan masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

a.

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Pemberdayaan Pangan
Masyarakat;

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub  Bidang
Pemberdayaan Pangan Masyarakat,

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;
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mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Pemberdayaan Pangan Masyarakat sebagal bahan penyusunan LPPD tahunan

dan LPPD lima tahunan Kabupaten;
menyiapkan bahan-bahan LKE.J akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupati;

menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat,
menyelenggarakan identifikasi pangan pokok masyarakat

menyelenggarakan Peningkatan mutu konsumsi masyarakat

menyelenggarakan Analisis mutu dan gizi produk pangan masyarakat
menyelenggarakan Analisis mutu dan gizi konsumsi masyarakat
menyelenggarakan |dentifikasi LSM dan tokoh masyarakat kabupaten.
menyelenggarakan pengembangan dan fasilitasi forum masyarakat kabupaten
dibidang ketahanan pangan.

menyelenggarakan pengembangan "trust fund” di kabupaten;

menyelenggarakan kerjasama antar daerah dalam rangka ketahanan pangan;
menyelenggarakan promosi pengembangan bahan pangan lokal, tradisional dan

gerakan lumbung pangan masyarakat;
mengkoordinasikan  penyusunan  rencana kegiatan perencanaan bidang

pemberdayaan ketahanan pangan masyarakat;

mengkoordinasikan péerencanaan daerah di bidang pemberdayaan ketahanan
pangan masyarakat,

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan,

melaksanakan pelaksanaan program pengawasan internal di lingkungan Sub
Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat,

menghimpun, mengelah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Pemberdayaan Pangan Masyarakat,

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan melaksanakan perafuran perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagal pedoman
dalam pelaksanaan tugas:

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan;
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup
tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;

membagi tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
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dengan ketentuan yang berlaku;

membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan fugas
dapat berjalan lancar,

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan,

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
Pasal 37

Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan mempunyai fugas pokok
merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan,

mengevaluasi dan melaporkan urusan distribusi dan keamanan pangan,

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sub

Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi ;

a. operasional urusan distribusi dan keamanan pangan,

b. pengelolaan urusan distribusi dan keamanan pangan;

¢. pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan distribusi dan keamanan
pangan; dan

d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan
fungsinya.

FPasal 38

Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan dipimpin oleh seorang Kepala,

mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

d

menyusun rencana kegiatan dan anggaran Sub Bidang Distribusi dan Keamanan
Pangan.

menyiapkan bahan rencana strategis dan rencana kerja Sub Bidang Distribusi dan
Keamanan Pangan;

menyiapkan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD sesuai bidang tugasnya sebagai
bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kabupaten;

mengumpulkan bahan-bahan LPPD tahunan dan LPPD lima tahunan Sub Bidang
Distribusi dan Keamanan Pangan sebagai bahan penyusunan LPPD tahunan dan
LPPD lima tahunan Kabupaten,
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menyiapkan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Bupat,
menghimpun dan mengumpulkan bahan rencana strategis (RENSTRA) dan
rencana kinerja (RENJA) Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan;
menghimpun Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan
Anggaran (DPA) Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan;
menyalenggarakan identifikasi infrastru ktur distribusi pangan kabupaten
menyelenggarakan penyusunan konsep pengembangan  infrastruktur distribusi
pangan kabupaten sebagai bahan kebijakan bagi instansi terkait,
menyelenggarakan pencegahanan dan pengendalian masalah pangan sebagai
akibat penurunan akses pangan,

menyelenggarakan pengumpulan informasi harga pangan tingkat kabupaten
menyelenggarakan penyusunan konsep pembangunan pasar untuk produk
pangan yang dihasilkan masyarakat kabupaten sebagai bahan kebijakan bagi
instansi terkait

menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan mutu dan keamanan produk
pangan masyarakat

menyelenggarakan penerapan standar BMR wilayah kabupaten.
menyelenggarakan pembinaan sistem manajemen laboratorium uji mutu dan
keamanan pangan kabupaten.

menyelenggarakan sertifikasi dan pelabelan prima wilayah kabupaten
mengkoordinasikan penyusunan awal perencanaan kegiatan di bidang distribusi
dan keamanan pangan dengan sistem tahapan dari tingkat desa sampai dengan
tingkat kabupaten;

mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan bidang distribusi dan
keamanan pangan dengan SKPD terkait;

menyusun pertanggungjawaban laporan kegiatan dan keuangan;

melaksanakan prﬂ-grém pengawasan internal  di lingkungan Sub Bidang
Distribusi dan Keamanan Pangan;

menghimpun, mengolah dan menganalisa data serta penyajian data hasil kegiatan
Sub Bidang Distribusi dan Keamanan Pangan;

menyusun bahan laporan akuntabilitas kerja;

mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan,
ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan bidang tugasnya sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

memberikan saran dan pertimbangan teknis bidang tugasnya kepada atasan,
melaksanakan evaluasi tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkup

tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
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membagl tugas kepada bawahan untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
dengan ketentuan yang berlaku,
membimbing atau memberikan petunjuk kepada bawahan agar pelaksanaan tugas

dapat berjalan lancar;

menilai hasil kerja bawahan secara berjenjang untuk bahan mengembangkan
Karier,

melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
melaksanakan tugas kadinasan lainnya yang diberikan cleh atasan.

Paragraf 6
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 39

Dilingkungan Badan dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan,

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan
dalam melaksanakan fungsi yang memeriukan keahlian dan keterampilan secara

profesional.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdin atas
sejumlah tenaga profesional bidang penyuluhan pertanian, perikanan dan
kehutanan dalam jenjang Jabatan fungsicnal sesuai dengan kebutuhan organisasi

dan bidang keahliannya.

Kelompok jabatan fungsional pada ayat (3). dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada dilingkungan
Badan

Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diatur
sesuail dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
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Paragraf /
Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
Pasal 40

Pada Badan, dibentuk Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
untuk melaksanakan sebagian fungsi Badan dan / atau kegiatan teknis operasional
dan teknis penunjang, yang mempunyai wilayah kerja satu kecamatan atau lebih.

Uraian tugas pokok dan, fungsi Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan
Kehutanan ditetapkan oleh Peraturan Bupati dalam Pembentukan Balai

Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.

BAB IV
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum
Pasal 41

Hal-hal yang menjadi tugas pokok Badan merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan dilaksanakan oleh para Kepala
Bidang, para Kepala Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut

bidang tugasnya masing-masing.

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip

Koordinasi, integrasi.. sinkronisasi dan simplipikasi

Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Badan wajib memimpin dan

memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 42

Kepala Badan wajib bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada

Bupati melalui Sekretaris Daerah,
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Sefiap pimpinan satuan organisasi di ingkungan Badan wajib bertanggung jawab

dan menyampaikan laporan kepada atasannya masing-masing.

Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya berpedoman pada

ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 43

Sekretaris mewakili Kepala Badan apabila berhalangan dalam menjalankan tugas.

Apabila Sekretaris berhalangan, Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang
Kepala Bidang sesuai bidang tugas dan/atau kemampuan.

BAB W
KEPEGAWAIAN
Pasal 44

Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan usulan
Sekretaris Dasrah.

Kepala Badan wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat dan
membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sesuai peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Badan wajib memperhatikan pelaksanaan kenaikan pangkat dan gaji
pegawai bawahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.
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BAB VI
PEMBIAY AAN
Pasal 45

Pemblayaan Badan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bekasi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 46

(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang mengenai teknis
pelaksanaannya akan diatur kemudian.

(2) Dengan berlakunya Peraturan ini maka peraturan lain yang mengatur hal-hal yang
sama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 47

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengeta huinya, memerintahkan pengu ndangan Peraturan ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di Cikarang Fusat
pada tanggal 31 Desember 2U0%
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